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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan
penggunaan dana desa di Desa Bendo, Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, serta
mengetahui faktor hambatannya. Penelitian ini--menggunakan metode deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi.
Triangulasi  sumber dlgunakan untuk pemetiksaan keabsahan data. Hasil Penelitian
menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa di Desa Bendo
belum berjalan depgan baik disebabkan oleh beberapa kendala. Tahap. perencanaan hanya
dilakukan oleh pemerintah Desa belum melibatkan masyarakat dalam musrenbangdes sehingga
pengawasan tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Tahap pelaksanaan masyarakat dilibatkan
dalam pembangunan saja untuk pengawasan masih kurang karena tidak ada transparansi
keuangan. ~Tahap pengambilan manfaat masyarakat hanya memanfaatkan, hasil dari
pembangun n tanpa memberikan feedback penilaian. Tahap evaluasi tidak ada keterlibatan
masyarakat, evaluasi dilakukan pemerintah desa bersama BPD melalui ra|pat internal.
Hambatan |partisipasi masyarakat dalam pengawasan yaitu Kkurangnya Kkualitas dialog
pemerlntah dengan masyarakat, rasa perkiwuh yang dimiliki masyarakat untuk memprotes
kejanggalan yang terjadi, tidak tersedianya ruang publik untuk menyampaikan aspirasi
masyarakat, masih rendahnya kesadaran masyarakat dan sumberdaya manusia.

Kata Kunci': Partisipasi Masyarakat, Pengawasan Penggunaan Dana Desa

ABSTRACT |

The study discussed the community participation in controlling the |mplementat|on of village
funds in Bendo, Nogosari, Boyolali, as well as to determine the obstacles factors. This
research uses ‘a descriptive method with a qualitative approach. The data collection
techniques by observation, interview, documentation. Source triangulation was used to check
the validity of the data. The results of the study indicate that community participation in
controlling the implementation of village funds in Bendo has not'gone well due to several
obstacles. The planning phase-is_only carried out by the village government and did not
involve the community in the village development planning meetings so that supervision
cannot be carried out by the community. The implementation phase of the community
involved in development for supervision is still lacking because there is no financial
transparency. The community benefit-taking phase-only utilizes the results of development
without providing feedback on the assessment. In the evaluation phased there was no
community involvement, evaluation was carried out by the village government together with
the BPD through an internal meeting. Barriers to community participation in supervision are
the lack of quality of government dialogue with the community, the sense of trust that the
community has to protest the irregularities that occur, the unavailability of public space to
convey the aspirations of the community, the low awareness of the community and human
resources

keywords: community participation, controlling implementation of village fund.
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PENDAHULUAN

Desa merupakan representasi  dari
kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah
ada dan tumbuh berkembang seiring dengan
sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
Indonesia

tatanan kehidupan

(Kemenkeu, 2017 :

bangsa

1). Dalam memberikan

dukungan guna kepada pemerintah desa,

pemerintah pusat memberikg_n---pé“rié'r'ﬁbahan
pendapatan desa yang tg_rcan’i/um dalam pasal
72 Undang-Undangx/ﬁbmor 6 Tahun 2014
tentang Desa beris___i*"éumber-sumber pendapatan
desa. Pemberie}n"' dana desa sebagai wujud
rekognisi merupakan strategi pemerintah dalam
meningkatkad pembangunan  desa  guna
mewujudkan ‘blesa mandiri.

Setiap .'; tahun Pemerintah Pusat telah
menganggarll'@n dana desa yang cukup besar
untuk diberikan kepada desa. Di Kabupaten
Boyolali danei‘-__ desa yang didapat setiap
tahunnya juga mén‘galami peningkatan. Dikutip
dari Jatengpos.co.id
(https://jatengpos.co.id)?Q_lQ-dana—desa—

boyolali-naik-14-persen/ [5i’ékse.s___pada tanggal

11 Desember 2019) Anggaran dana desa -

Kabupaten Boyolali tahun 2018 sebanyak
Rp192 miliar, tahun 2019 meningkat menjadi
Rp219 miliar.

Besarnya dana desa yang didapat desa
cukup menjadi perhatian, penggunaannya perlu

diawasi agar dana desa digunakan dengan

semestinya dan terhindar dari penyalahgunaan.
Pengawasan dilakukan oleh pihak internal
maupun eksternal. Peran masyarakat desa dalam
juga
dapat

melakukan pengawasan
yang terlibat

melakukan pengawasan terhadap penggunaan

penting.
Masyarakat sekaligus
dana desa. Dalam melakukan pengawasan

sendiri, menurut Muslih & Firmansyah (2015:

5,_2_)_7_masyarakat dapat berpartisipasi dalam tahap

pengaWéééh,'--~-.._\pelaksanaan, dan  evaluasi.
Pengawasan ol‘\éh---.masyarakat juga sebagai
bentuk transparansi dz;ﬁ\akuntabilitas dana desa
oleh pemerintah desa. lgartisipasi masyarakat
dalam pengawasan penggﬁ\naan dana desa
diharapkan mampu mendorc\iﬁ'g terwujudnya
good governance, bebas dari éraktik Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKI\I‘I.L) serta segala
bentuk penyimpangan lainnya. |

Kasus korupsi sudah tidak____ﬁésing lagi bagi
masyarakat. Indonesia Corrupti’én Watch (ICW)
menyatakan bahwa kasus k_drupsi dana desa
terus meningkat. Selama/.fp;eriode 2015-2018
tercatat sebanyak 252 kQ.Sl]:S korupsi dana desa di
Indonesia.(https://ww\i\’)’.cnnindonesia.com/nasio
naI/201911___1_61—50562-20-448925/icw-sebut-

"*korU'p"'éi':aana-desa-desa-kian-meningkat. diakses

pada tanggal 11 Desember 2019). Di Kabupaten
Boyolali kasus korupsi penggunaan dana desa
terjadi di Desa Teter, Kecamatan Simo.
Penyelewengan penggunaan keuangan desa
dilakukan oleh kepala desa Teter periode 2013-

2019. Total kerugian mencapai 159 juta rupiah
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(https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-
4681720/seorang-kades-di-boyolali-jadi-

tersangka-korupsi-keuangan-desa. Diakses
pada tanggal 11 Desember 2019). Kasus kedua
Kecamatan

terjadi di Desa Tanjungsari,

Banyudono. diperkirakan
Rp1,2

(https://www.solopos.com/giliran-desa-

kerugian negara

mencapai miliar.

tanj ungsari -diselidi k-kejari -boyo|a| I-terkalt- _—

duga-an-korupsi-1006766. Q,iakées pada
tanggal 11 Desember 2019) Melihat kasus
penyimpangan yan:g,.f"/ terjadi  dikalangan
pemerintah desa, pg-r’flu dilakukan pengawasan
yang lebih serigs../inka masalah penyimpangan
dibiarkan begitd‘; saja akan berdampak terhadap
perkembangan I;"desa itu sendiri selain itu
menggagalkan tl"Ujuan dari adanya dana desa.
Salah satllu desa yang difokuskan dalam
penelitian ini “‘y.aitu pengawasan penggunaan
dana Desa di Desa Bendo, Kecamatan
Nogosari, Kabupétgn Boyolali. Pada tahun
2018 dana desa ya‘{hg\ diterima Desa Bendo
sebesar Rp 727.320.060@0 dan tahun 2019

meningkat menjadi Rp 832‘.'31_,_7_._000,00. Setiap

tahun Desa Bendo memang rﬁé'ndap_a;}gan

kucuran dana desa yang selalu meningkat.
APBDes pada tahun 2019 mencapai Rp
1.686.246.000,- penggunaan dana desa di Desa
Bendo lebih difokuskan pada pembangunan
fisik desa dan penyelenggaraan pemerintahan.
Padahal

pemberdayaan masyarakat adalah prioritas

selain pembangunan desa,
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dalam penggunaan dana desa. Melalui
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,
dapat menjadi peluang bagi masyarakat dalam
menyumbang aspirasi untuk menentukan arah
kebijakan yang akan dijalankan selama setahun.
Partisipasi

masyarakat dalam penganggaran

penting untuk menampung aspirasi masyarakat.

_Cohen dan Uphoff dalam Solekhan (2014: 152)

rﬁe’r’i'je—laskan,_ _partisipasi  masyarakat menjadi
empat jenis yaifi]‘partisipasi dalam pengambilan
keputusan, partisiipééi\.\dalam pelaksanaan,
partisipasi  dalam peh\gq‘mbilan manfaat,
partisipasi  dalam pertang;j'u_ngjawaban dan
evaluasi. N

Transparansi realisasi dana désa dilakukan
pemerintah desa dengan men"gunggah ke
website. Namun, sejak tahun 2'018 website
tersebut sudah tidak aktif Iagi.; Selain itu
transparansi dilakukan dengan m/er;cetak baliho
berisi transparansi penggunaan :fkeuangan desa
Bendo. Partisipasi masyafakat dalam
pengawasan penggunaan Qaﬁa desa di Desa
Bendo hanya dilakyk'an oleh  sebagian

masyarakat. Pada___saa,t""berencanaan penggunaan

dana desa, baik RT/RW tidak terlibat dalam

musrenbangdes. Pengawasan penggunaan dana
desa dapat dilakukan oleh masyarakat yang
terlibat dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
pada saat pembangunan infrastruktur desa
sedangkan yang tidak terlibat mereka tidak
dapat melakukan pengawasan. Hal tersebut

menunjukkan adanya ketidakoptimalan


https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4681720/seorang-kades-di-boyolali-jadi-tersangka-korupsi-keuangan-desa
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4681720/seorang-kades-di-boyolali-jadi-tersangka-korupsi-keuangan-desa
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4681720/seorang-kades-di-boyolali-jadi-tersangka-korupsi-keuangan-desa
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4681720/seorang-kades-di-boyolali-jadi-tersangka-korupsi-keuangan-desa
https://www.solopos.com/giliran-desa-tanjungsari-diselidik-kejari-boyolali-terkait-duga-an-korupsi-1006766
https://www.solopos.com/giliran-desa-tanjungsari-diselidik-kejari-boyolali-terkait-duga-an-korupsi-1006766
https://www.solopos.com/giliran-desa-tanjungsari-diselidik-kejari-boyolali-terkait-duga-an-korupsi-1006766
https://www.solopos.com/giliran-desa-tanjungsari-diselidik-kejari-boyolali-terkait-duga-an-korupsi-1006766
https://www.solopos.com/giliran-desa-tanjungsari-diselidik-kejari-boyolali-terkait-duga-an-korupsi-1006766
https://www.solopos.com/giliran-desa-tanjungsari-diselidik-kejari-boyolali-terkait-duga-an-korupsi-1006766

pemerintah Desa Bendo dalam melibatkan
masyarakat untuk berpartisipasi.
Bendo

beranggapan bahwa keuangan desa adalah

Sebagian

aparat pemerintah  desa masih

dokumen negara yang bersifat rahasia.
Berdasarkan data tingkat pendidikan

masyarakat Desa Bendo yang diperoleh pada

saat pra penelitian, jumlah penduduk Desa.

Bendo sebanyak 2.627 jiwa, g_gbanyak""'i’.ilé?
jumlah penduduk diantar_a_,t’id‘ék tamat/ tamat
SD/sederajat dengan/,,p/é;sentase 54%. Jumlah
penduduk yang tam'ét diploma maupun sarjana
masing-masing tidak lebih dari 4%. Melalui
data tersebu;- -’cfapat disimpulkan bahwa sumber
daya manu§;ia di desa Bendo masih dalam
kategori relhdah. Selain itu sumber daya
pemerintah :‘:Desa Bendo juga masih rendah.
Dilihat dari":data tingkat pendidikan pemerintah
dengan jenjérlg pendidikan yang tinggi Yyaitu
diploma ataubun sarjanya hanya 3 orang
sedangkan maéih ada 1 orang sebagai kaur
pemerintahan den\'ga\r\] tingkat pendidikan SMP.

Kurangnya Répasitas sumber daya

manusia dari perangkaf*-—-per_nerintah maupun

masyarakat desa menimbulkan kekhawatiran

terkait penggunaan dana desa. Rendahnya
tingkat pendidikan  dikhawatirkan  dapat
mempengaruhi  tingkat  partisipasi  dalam

melakukan pengawasan dana desa. Perlunya
pengawasan penggunaan dana desa oleh

masyarakat mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dan

tidak

dana desa.

evaluasi agar terjadi  penyelewengan

penggunaan Berdasarkan latar

belakang  tersebut, maka penelitian ini

memfokuskan pada “partisipasi masyarakat
dalam pengawasan penggunaan dana Desa di
Desa Bendo, Kecamatan Nogosari, Kabupaten

Boyolali .

'METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian *"i“hi\ menggunakan metode
deskriptif ~ kualitatif. ~ Penelitian  kualitatif
merupakan penelitian ya{"n_g dilakukan untuk
memahami fenomena yari\g“--.‘_:dialami subjek
penelitian secara holistik dan dengan cara
deskripsi dalam bentuk kata—l%ata dan bahasa,
pada konteks khusus yang é}lamiah dengan
memanfaatkan metode alamiah (Moleong, 2014
2 6)
Waktu dan Tempat Peneliti_z;m

Penelitian ini dilaksanakan di Desa
Bendo  Kecamatan /,J\"I;bgosari Kabupaten
Boyolali. Waktu pe/ne'i’itian dilaksanakan mulai
tanggal 28 Ja_nuari—ébZO sampai 31 Maret 2020.
Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang
informasi

dimanfaatkan untuk memberikan

tentang situasi dan kondisi latar penelitian
(Moleong, 2014: 132). Dalam penelitian ini
subyek penelian adalah informan yang mampu
memberikan informasi terkait penggunaan dana

desa di Desa Bendo, Kecamatan Nogosari,



Kabupaten Boyolali.
Subyek penelitian ini meliputi:
a. Bapak Samsidi, SE. selaku Kepala Desa
Bendo
b. Ibu Hasti Putri Hapsari, A.Md. selaku
Sekretaris Desa Bendo
c. Bapak Mualim, S.Ag. selaku Ketua

Badan Permusyawaratan Desa

d. Bapak Suyatno, S.Pd. selaku tokoh L

masyarakat |

e. Bapak Suyadi, S.Pq_..-.éélaku tokoh
masyarakat [l f

f. lbu Indriyanti,.-’";A.Md. selaku tokoh
masyarakat 1

; dilakukan

memperoleh informasi yang sesuai dengan

Pemilihan  subyek untuk
permasalahan peljielitian yang dibahas.
Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan

Data

Penelitianx"ini menggunakan data primer
dilakukan melalui O__bservasi ke lapangan untuk
melihat  keadaan - sekitar  desa  terkait
pembangunan yang té“‘lab dilakukan di Desa
Bendo serta wawancara pé\da\_subyek penelitian

yang telah ditentukan untﬁk"“-mendapatkan

informasi dan data sekunder yang did'é'pétkanf . catatan-catatan,

dari studi pustaka berupa data yang dioleh
dalam bentuk dokumen seperti buku, jurnal,
artikel, berita, publikasi, foto, laporan dan
sebagainya untuk mendapatkan data. Dalam
penelitian ini, instrumen

peneliti  sebagai

utama. Teknik pengumpulan data dalam
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penelitian kualitatif dilakukan dengan tiga

macam teknik, yaitu observasi, wawancara, dan

dokumentasi (Sugiyono, 2013: 63).

Teknik Analisis Data
Penelitian ini  menggunakan model

teknik analisis data dari Miles dan Huberman

dalam Sugiyono (2013: 246) yang menyatakan

bahwa dalam penenelitian terdapat empat

Aangkah dalam  melakukan analisis data.

Langkah-langkah tersebut antara lain:
1. PengumpuléhDaga

Pengumpu‘l\én\ data  dilakukan
dengan cara Wawancétg, observasi, dan
dokumentasi yang dicatéit_\dalam cacatan
lapangan sesuai dengan apéi”yang dilihat,
didengar, dirasakan, diélami, dan
yang
kemudian akan digunakan sebagai bahan

dijumpai  selama peneliiian
untuk melakukan pengum_bulan data
selanjutnya.
2. Reduksi Data
Reduksi

penyerdehanaan dqta"" yang diperoleh

data  merupakan

dilapangan. Requéli data dilakukan sejak
pengump_ulan-""data dengan membuat
memfokuskan
permasalahan, dan sebagainya dengan
tujuan menyaring informasi yang tidak
diperlukan. Dalam penelitian ini, data
yang diperoleh di lapangan dari setiap
narasumber melalui wawancara, hasil

observasi serta dokumentasi akan dipilah



dan disesuaikan berdasarkan teori yang
digunakan. Selanjutnya data yang tidak
sesuai  akan

dihilangkan guna

mendapatkan fokus penelitian
mengenai partisipasi masyarakat dalam

pengawasan penggunaan dana desa di

Desa Bendo, Kecamatan Nogosari,
Kabupaten Boyolali.
. Penyajian Data )
Penyajian /_,,.--—--"a/ata yaitu

mendiskripsikap/berbagai informasi
yang didapa___tlién guna mempermudah
analisis  dan

dalam  melakukan
y

mendapatkan kesimpulan. Dalam
penelitia};n ini data disajikan dalam
bentuk I,-"‘naratif. Hal tersebut bertujuan
untuk :;mempermudah untuk menarik
memahami

kesimpulan dalam

partisipa{éi; masyarakat dalam
pengawasan penggunaan dana desa di
Desa Bend(:i'x\

. Penarikan Keé“i‘m\pulan
Penarikan\\ kesimpulan
merupakan  tahap L’"t"erakh_iﬁr dalam
analisis data.  Setelah .
pengolahan data dan menghubungkan
dengan teori yang digunakan, peneliti
berupaya untuk memahami makna dan
kejelasan untuk kemudian ditarik
kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini
dilakukan setelah deskripsi data dan

pembahasan yang berkaitan dengan

melakukan

partisipasi masyarakat dalam
pengawasan penggunaan dana desa di
Bendo, Kecamatan

Desa Nogosari,

Kabupaten Boyolali.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Undang-undang nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

nomorm-_éé""'Tahyn 2014 tentang Pemerintah
Daerah didalamngia-- memuat mengenai adanya
dana desa. §el\anjutnya dalam
pengimplementasian dana:\d,esa diatur dalam
Undang-Undang Desa. Dén\a desa yang
bersumber dari APBN diperuntu\kkan bagi desa
yang ditrasnfer melalui APBD Kiabupaten/Kota
selanjutnya  ditrasnfer ke A'*PBDes dan
digunakan untuk membiayali peﬁyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, p‘lemberdayaan
masyarakat, dan pembinaarf/ masyarakat.
Prioritas penggunaan dana de§é diatur dalam
Pasal 19 ayat (2) Peraturan Eé}nerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentan’g"":Dana Desa yang
bersumber dari APBN,,/S’/aitu untuk membiayai
pembangunaqdan péﬁ;berdayaan masyarakat.

—'-'-""Péﬁr'ig.gunaan dana desa dalam
pelaksanaannya memerlukan pengawasan yang
efektif.

pengawasan penggunaan dana desa sangatlah

Peran serta masyarakat dalam

penting. Masyarakat yang terlibat langsung
dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah
desa dapat sekaligus mengawasi secara langsung

berjalannya penggunaan dana desa. Pengawasan



berguna  untuk  mengantisipasi  adanya

penyempangan  penggunaan dana  desa,
sehingga apabila penggunaan dana desa dapat
berjalan dengan tepat maka dapat mewujudkan
suatu pembangunan yang membawa

kebermanfaatan dalam kesejahteraan

masyarakat desa. Partisipasi masyarakﬁt.,.dalam---"“'

pengawasan penggunaan dana/,dééa di Bendo
disajikan oleh peneliti/,xrﬁé_hggunakan teori
partisipasi masyarakq,tf”dari Cohen & Uphoff
dalam Solekhan (2(_,)-'1';4 : 152) dengan indikator
sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat dalam

Pengawasalf‘l Tahap Pengambilan
Keputusarf Penggunaan Dana Desa.
Tahap :. pengambilan keputusan
penggunaar"i':\ dana desa di Desa Bendo
dilakukan

Musrenbangdés_ di Desa Bendo dilakukan

" melalui musrenbangdes.
pada awal tahlfh-\ Sesuai dengan temuan
data dilapangan, rﬁugrenbangdes di Desa
Bendo tidak melibatkén_,masyarakat sama

sekali. Dalam pengambiléh""' *keputusan

penggunaan dana desa dilakukan oleh t|m

sebelas dimana sebagian besar anggota tim
sebelas merupakan pemerintah  Desa
Bendo.
Berdasarkan penjelasan tersebut,
partisipasi masyarakat Desa Bendo pada
tahap perencanaan tidak sesuai dengan teori
Cohen dan Uphoff dalam Dwingingrum

(2011:  39-40). Bentuk partisipasi

7 iérsebut
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masyarakat dalam perencanaan merupakan
partisipasi  masyarakat  dalam  proses
pembuatan Kkeputusan. Partisipasi dalam
bentuk ini memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk berpartisipasi

menyumbangkan ide dan aspirasi dan

"'""-mreni_l_;a,_i_r_rsuatu rencana kegiatan yang akan

ditetapkan'.“'*"'Seperti dalam musdus maupun
musrenbangdes:._ N

Partisipasi rﬁésyarakat dalam
pengawasan penggunaar;"‘:__dana desa tahap
perencanaan belum sesuai "den‘gan pendapat
Muslih & Firmasyah (2015 54). Dalam
teorinya -~ menjelaskan bahwa dalam
melakukan pengawasan peng"'lgunaan dana
desa tahap  perencanaan, jpengawasan
masyarakat  dilakukan d,_éngan cara
memantau proses perencanaé;n yang sedang
berlangsung seperti penyu§dnan RAPBDes.
Selain  itu pada '@h’ép perencanaan,
pengawasan dapap/ dilakukan  dengan
mengulas su_t_q_st_aﬁéi perencanaan  dari
doky_m_en--"' "béfencanaan. Temuan ulasan
kemudian dapat  dijadikan
pemerintan  desa  dalam  melakukan
musrenbangdes.

Berdasarkan teori tersebut, masyarakat
Desa Bendo belum secara optimal dapat
melakukan ~ pengawasan  pada tahap
perencanaan. Masyarakat cenderung tidak
dilibatkan oleh pemerintah desa. tidak ada

forum Dbagi masyarakat untuk melakukan



review terhadap hasil perencanaan dan
masyarakat  sendiripun  belum  cukup
mampu  untuk  memberikan  masukan

maupun kritik. Masyarakat  tidak

mempunyai  keberanian dan cenderung.~.

perkiwuh apabila ingin ﬂm.enya"rﬁbé'iﬁkan
kritik ataupun saran _'_rt_er_h?a,dap pemerintah
desa. ;
Partisipasi Mé;yarakat Dalam Tahap
Pelaksanaar_l,.--’: Pengawasan Penggunaan
Dana De§a'./
Pelaks?anaan pembangunan
menggunékan dana desa di Desa Bendo
dilakukarﬁ dengan  membentuk  Tim
Pelaksané_l Kegiatan (TPK). TPK bertindak
sebagai kbgrdinator lapangan yang terdiri
dari perwakilan perangkat pemerintah desa
serta perwai:{i.l‘\‘an tokoh masyarakat. Pada
tahap peiélgganaan, masyarakat
berpartisipasi baik\\‘*bgrupa tenaga maupun

material. T

Pengawasan dapat diIéRUkan-r--,.,.oleh~-~ .

masyarakat karena masyarakat dalam tahap
ini sebagai pelaksana kegiatan. Masyarakat
baik yang terlibat menjadi perwakilan TPK
maupun masyarakat umum vyang terlibat
langsung dalam pelaksanaan kegiatan
seharusnya dapat mengetahui langsung
seberapa besar biaya yang seharusnya
digunakan dalam pembangunan.
Masyarakat juga seharusnya mengetahui

apabila terjadi pembengkakan pengeluaran

biaya dalam pembangunan diwilayahnya.
Namun menurut hasil temuan dilapangan,
masyarakat tidak mengetahui jumlah pasti
rincian biaya untuk pembangunan karena

setiap terjadi pembangunan masyarakat

'l'éﬁg'sung__menerima material dan laporan

keuangan ééca_r_g keseluruhan saja. laporan
Keuangan juga hé{ﬁyq disebutkan secara lisan
tanpa ada dokumen\"‘ti‘sik yang diberikan.
Pengawasan yang dilakﬁ-kan oleh BPD juga
hanya sebatas formal‘it\as, tidak ada
pengawasan secara Iangsurflg yang terjadi
dilapangan - seperti pengecé’kan kesesuaian
antara pngeluaran biaya dengan jumlah
material.

Pada tahun 2019, ~sebagian besar
penggunaan dana desa _-:dilakukan untuk
pembangunan perbaikapx"’fjalan. Keterlibatan
masyarakat daJam pelaksanaan
pembangunan dilgk'ijkan secara sukarela atau

kerjabakf[_i___tanpa’fmendapatkan upah. Dengan

~keterlibatan masyarakat secara langsung

dalam pelaksanaan menandakan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan penggunaan
dana desa cukup baik. Namun dalam hal
pengawasan masyarakat masih memerlukan
edukasi dan  pendampingan.  Hampir
sebagian besar masyarakat terlibat namun
tidak melakukan pengawasan terhadap
penggunaan  dana  desa.  Kurangnya
komunikasi yang terjadi antara pemerintah

desa dengan masyarakat menyebebkan



3. Partisipasi

masyarkat kurang peduli dengan urusan
keuangan  desa  karena  masyarakat
menganggap pengeluaran biaya diurus oleh
TPK. Seharusnya dengan Kketerlibatan

masyarakat dalam pelaksanaan cukup

memudahkan masyarakat untuk melakukan -

pengawasan dana desa.

Bentuk partisipasi rﬁr_lrasyéfrakat dalam
pelaksanaan pengguﬁéan dana  desa
merupakan realisgs‘i/dari rencana yang telah
dibuat sebelum'ﬁya dan dimuat dalam
APBDes. . Pengawasan pelaksanaan
penggunaan "; dana desa oleh masyarakat
belum sesuéi dengan teori dari Muslih &
Firmansyahf (2015: 54). Pengawasan pada
tahap pelaksanaan dapat dilakukan dengan
pemantauan""x pelaksanaan kegiatan = yang
telah direndanakan dalam  APBDes.
Masyarakat dé‘s‘g juga dapat melakukan
analisis terhadap‘*do\kumen APBDes untuk
memastikan kegiatz\ih\yang berlangsung

adalah benar-benar - -yang telah

direncanakan sebelumnya dan “"t'ermasulg

dalam APBDes tahun berjalan. Pada tahap
pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa
Bendo , masyarakat secara umum tidak
melakukan analisis dokumen karena
pemerintah  desa tidak  memberikan
dokumen hasil musrenbangdes berupa
APBDes dalam bentuk dokumen file
maupun fisik kepada masyarakat.

masyarakat dalam

Partisipasi Masyarakat Dalam...(Eka Pramudita) °

pengawasan penggunaan dana desa tahap
pengambilan manfaat.

Partisipasi dalam pengambilan manfaat
dapat dilihat dari segi kualitas atau output

pembangunan dan juga segi kuantitas dapat

_dilihat dari prosentase keberhasilan program.
"C”dhén"--dan_‘Uphoff dalam Solekhan (2014:

152) fﬁenyatakan bahwa partisipasi
masyarakat dalz;ﬁw‘\\ menerima  hasil
pembangunan tergantlj‘hg pada distribusi
maksimal suatu hasil pé"mbangunan yang
dinikmati atau dirasakan rﬁés_yarakat, baik
pembangunan fisik maupun bembangunan
non fisik.Partisipasi masyarakat di Desa
Bendo pada tahap pengambi""!an manfaat
hanya sebatas menikmati hasi:,lnya. Dalam
hal ini masyarakat tidak (te"'rlibat dalam
melakukan pengawasan peﬁggunaan dana
desa.  Masyarakat tidgkﬁ memberikan
feedback penilaian bagil pembangunan.
Masyarakat cendeyu’ﬁg percaya dengan

pemerintah Vd_esa--j‘ixka pembangunan selesai

~ dengan baik maka pemerintah telah berusaha

dengan baik untuk melakukan pembangunan

infrastruktur desa melalui dana desa.

4. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan

penggunaan dana desa tahap
pertanggungjawaban dan evaluasi.
Evaluasi merupakan tahap akhir dari
suatu kegiatan. Evaluasi yang dilakukan
pemerintah Desa Bendo dilakukan tanpa
melibatkan masyarakat termasuk RT/RW,
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tokoh masyarakat, maupun masyarakat
secara umum. Evaluasi penggunaan dana
desa dilakukan pemerintah desa bersama
dengan BPD melalui rapat internal. Rapat
ini  dilakukan dikahir

melakukan evaluasi program penggunaan

tahun sekaligus

dana desa yang telah dilakukan selama_.,./"

periode  berjalan.  Evaluasi~ “dilakukan
dengan membacakan/_prroéfram yang telah
berjalan dengan//fincian biaya yang
dikeluarkan unt__ui; program tersebut. Hasil
evaluasi han}_/a’:dibacakan oleh pemerintah
tidak

masyarakaﬁ sehingga masyarakat tidak

desa darj" diberikan  kepada
mengetahq:i bagaimana hasilnya. Evaluasi
yang tidak

membuat I‘-.,.masyarakat tidak dapat secara

melibatkan  masyarakat
optimal m'éiakukan pengawasan terhadap
penggunaan dana desa.

Melihat ﬁasil data yang ditemukan
dilapangan maké“*h\al tersebut tidak sesuai
dengan teori Muslir\{\& Firmansyah (2015:

54). Dalam teori tersebdt'"di-nya_t_gkan bahwa

evaluasi pembangunan dapat dilakukan

dengan mengawasi penyusunan relisasi
APBDes sekaligus melakukan telaah pada
substansinya. Sedangkan kenyataannya
masyarakat tidak terlibat sama sekali dalam
proses evaluasi. Dalam tahap ini partisipasi
dalam tahap evaluasi penggunaan dana

desa belum terlaksana. Secara umum

masyarakat selama ini belum terlihat dalam

melakukan pengawasan pada tahap evaluasi
karena memang proses evaluasi hanya
disampaikan secara lisan dan berlangsung
seara internal

dengan BPD.

anatara pemerintah desa

Usaha pemerintah dalam memberikan

~._ transparansi penggunaan dana desa melalui

per-ﬁa"'s'én'gan\ banner juga belum
menunjukkar;“— keterbukaan  seluas-luasnya
terhadap masyaralgéit\ desa. tanpa adanya
dokumn fisik rincian p.éngeluaran dana desa,
masyarakat hanya bisa.'-‘..[nengetahui hasil
pembangunan yang ada se(;é;“-a sekilas saja.
seharusnya laporan secara fisjlik paling tidak
dimiliki  oleh ~ RT/RW | agar
disampaikan pula kepada mééyarakat desa.

Menurut teori Muslih & Firm;énsyah (2015:

dapat

54) menyatakan bahwa pg'ﬁgawasan pada
tahap evaluasi pembangq_han desa dapat
dilakukan '

penyusunan pelapor,aﬁ; realisasi APBDes

dengan méngawasi proses
oleh kepala desar,dén sekaligus melakukan

telaah terhadap"é"ubstansi laporan. Selain itu

rmaéyér'akat pada saat yang sama dapat

mendorong kepala desa untuk menyediakan
informasi yang dapat diakses oleh seluruh

masyarakat mengenai pertanggungjawaban

yang  dilaksanakan  sebagai  bentuk
akuntabilitas pemerintah desa terhadap
masyarakat desa. Namun selama ini

masyarakat desa maupun RT/RW tidak ada

yang memberikan saran kepada pemerintah



untuk membagikan hasil dari evaluasi akhir
tahun.

Mengenai partisipasi masyarakat dalam
tahap pengawasan evaluasi ini belum
terlibat. Hal tersebut  disebabkan

pemerintah desa yang tidak melibatkan .

masyarakat ~serta tidak ad_a_n_ya-»-—-"'h'a's"i"l"

evaluasi dari pemerint__zri_h/'”desa kepada
masyarakat desa. If{eri't'i'r-]gnya pengawasan
penggunaan danaf’aesa di Desa Bendo ini
adalah untuk (}-‘iémastikan bahwa kegiatan
penggunaap»'/'/dana desa mulai dari
perencanaaﬁw, pelaksanaan, hingga evaluasi
telah sesuéi dengan rencana yang telah
dibuat. |
Partisi[,;)asi masyarakat dalam
pengawasah.\ penggunaan dana  desa
tentunya tiddk selalu berjalan dengan baik
dan sesuai déhgan yang diinginkan. Dalam
berpartisipasi rﬁasyarakat juga mengalami
kendala-kendala se\ﬁi{]\gga partisipasi dalam

pengawasan penggunaén dana desa tersebut

tidak semuanya berjalan dengéh"'maks_i_mrql._r___,.\

Berikut  merupakan penyebab  belum
optimalnya partisipasi masyarakat dalam
pengawasan penggunaan dana desa di Desa
Bendo, antara lain:

1. Rasa pekiwuh yang masih dimiliki
masyarakat Desa Bendo. Masyarakat
cenderung  memilih  diam  apabila
menemukan kejanggalan-kejanggan

penggunaan dana desa. hal tersebut

Partisipasi Masyarakat Dalam...(Eka Pramudita) -

disebabkan karena masyarakat Desa Bendo
masih  memiliki rasa pekiwuh untuk
menanyakan kejanggalan yang terjadi
kepada pemerintah desa. Selain itu
masyarakat desa menganggap kejanggalan
tersebut  biasa terjadi pada  setiap

"'""-'--penyel_ep_ggaraan pemerintahan sehingga

menganggﬁp\i bahwa kejanggalan yang

terjadi adalah hal yang wajar.

2. Kurangnya  kualitas.  dialog  antara

pemerintah desa dengah.__i masyarakat Desa
Bendo.  Minimnya iﬁte.(aksi antara
pemerintah  desa dengan". masyarakat
membuat semakin adanya'{l sekat antar
keduanya. L

Kurangnya pemahaman perfwerintah desa
mengenai partisipasi |
Mardikanto (2013:95) me}]jelaskan faktor

penghambat partisipasi 4,.4r’hasyarakat yaitu

masyarakat.

masalah utama da,n“/ terutama belum
dipahaminya malgn’é sebenarnya tentang

partisipasi _____0-|-eh"" pihak perencana dan

r_rpg_laksaﬁae pembangunan. Di Desa Bendo

pemerintah tidak melibatkan masyarakat
pada saat musrenbangdes dan perencanaan
penggunaan dana desa dilakukan oleh
pemerintah sendiri. Pada pelaksanaan
pembangunan di lapangan, pembangunan
yang dirancang pemerintah didefinisikan
sebagai  keinginan  masyarakat yang
memperoleh  prioritas  lebih  rendah.

Perangkat desa juga belum memahami hak
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masyarakat desa dalam mendapatkan
informasi. dalam masalah keuangan desa
sebagian perangkat desa masih
menganggap bahwa urusan keuangan
adalah urusan pemerintah yang sifatnya

rahasia.

4. Tidak ada ruang publik bagi___,.masya'féiiét

untuk menyampaikan ‘__a_sp’i'r'asi baik kritik
maupun saran terhadép pengawasan yang
telah dilakuk_ar’i/ membuat  partisipasi
tidak

,/ -
Masyarakat semakin acuh dengan urusan

masyarakat f.-‘"menjadi optimal.
pemerintahan karena tidak ada tempat
untuk ményalurkan aspirasinya. Adanya
jarak arj'tara pemerintah Desa Bendo

dengan masyarakat membuat masyarakat

enggan menyampaikannya secara
langsung apabila menemukan
kejanggalanQRQjanggalan dalam

pelaksanaan peﬁggunaan dana desa.
5. Sumber daya rﬁ‘ar)usia yang masih

tergolong rendah bérdas_a_r__kan tingkat

pendidikan dan usia masyéfék’at—--V.De_sa_,__..»-u

Bendo. Masih banyaknya masyarakat
dengan pendidikan rendah  juga
menghambat  partisipasi ~ masyarakat

dalam melakukan pengawasan terutama

pengawasan penggunaan dana desa
karena tidak semua masyarakat Desa

Bendo mengetahui adanya dana desa.

SIMPULAN DAN SARAN

secara-— lan gsung

Simpulan

Partisipasi Masyarakat dalam
Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Desa
Bendo dilihat dari empat indikator partisipasi

masyarakat menurut Cohen dan Uphoff, dapat

~ dikatakan masih kurang. Partisipasi masyarakat

di Desa "Bend_q tidak sesuai dengan pengertian
teori partisipasi\‘m_a_syarakat merupakan bentuk
keterlibatan masyaral{éitxgalam setiap program
pembangunan  mulai \“'q_ari perencanaan,
pelaksanaan, hingga evalua{'si__ sebagai bentuk
dari demokrasi untuk mencapa\i\tujuan bersama.
Partisipasi masyarakat dalam penigawasan tahap
pengambilan  keputusan md§ih kurang.
Masyarakat secara umum maupun‘l‘:l RT/RW yang
merupakan perwakilan masyarakat tidak terlibat
langsung dalam perencaan atau rrﬁ'usrenbangdes.
Pelaksanaan musrenbangdes di__:‘laksanakan oleh
Tim Sebelas yang merupakap-""Pemerintah Desa
sendiri. Pada tahap pelgkganaan penggunaan
dana desa, pengawasgn""oleh masyarakat juga
masih kurang_.______MasS}arakat hanya dilibatkan
untuk menjalankan
pembangunan namun kurangnya keterbukaan
membuat masyarakat tidak dapat melakukan
pengecekan antara biaya pengeluaran dengan
material yang diberikan. Partisipasi masyarakat
dalam pengawasan tahap pengambilan manfaat,
dalam tahap ini masyarakat Desa Bendo tidak
melakukan pengawasan, masyarakat cukup
dapat merasakan manfaat dari pembangunan

yang telah selesai dikerjakan tanpa memberikan



feedback penilaian pembangunan.
juga tidak

Evaluasi hanya dilakukan antara pemerintah

Tahap

evaluasi masyarakat terlibat.
desa dengan BPD Desa Bendo melalui rapat
internal diakhir tahun. Hasil dari evaluasi juga
tidak diberikan kepada masyarakat sehingga
masyarakat tidak bisa melakukan/,,pehgéWésan
terhadap pemerintah desa /da-l'a'rﬁ/ penggunaan
dana desa.
Faktor Pe__ri'éhambat partisipasi
masyarakat ~dalam / :melakukan pengawasan
penggunaan dané”.desa di Desa Bendo yaitu
masih adanyh rasa pekiwuh yang masih
dimiliki masyarakat, kurangnya kualitas dialog
antara pemerintéh desa dengan masyarakat,
masih kurangnyé-‘.._pemahaman pemerintah desa
mengenai partisiﬁasi masyarakat, tidak ada
ruang  publik b_agi masyarakat  untuk
menyampaikan aspi\k‘as{i baik kritik maupun
saran terhadap penéévyasan yang telah
dilakukan, serta sumbe\f\___ daya manusia
masyarakat Desa Bendo yang'_fﬁéS'i'h-r-.tergolong
rendah berdasarkan pendidikan dan usia. o
Saran
dari  hasil dan

Berdasarkan pembahasan

kesimpulan maka diberikan beberapa saran,

yaitu:

1. Penggunaan dana desa tidak hanya
difokuskan pada pembangunan
infrastruktur, namun juga
pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan dimaksud yaitu yang
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2.

dapat meningkatkan kemandirian

masyarakat terutama dalam bidang

ekonomi dan pendidikan agar dapat

yang
melihat tingkat pendidikan masyarakat

tercipta masyarakat sejahtera

__Desa Bendo masih tergolong rendah.

Kegiéféﬁ“*--ygng dapat dilakukan yaitu
meningkatkaﬁ‘ kegxi\atan ekonomi kreatif.
Dalam hal pendidilgénxmelalui dana desa
dapat dibuat sosialisasi\éadar pendidikan.
Lebih  melibatkan maéygrakat dalam
setiap tahap penggunaan dahé desa mulai
dari perencanaan hingga evaluasi tidak
hanya melibatkan dalam belaksanaan
saja. Pemerintah Desa Bendo‘?juga dapat
meningkatkan Kkualitas inter_;;fksi dengan
masyarakat. Hal tersebut da’p;at dilakukan
dengan sambang dusun ‘ai[au dukuh di
Desa Bendo pada saatf,kérjabakti dusun

atau acara-acara tertgn’tu lainnya.

3. Meningkatkan k‘é,terbukaan informasi

tentang__...ke'uéhg_zin Desa Bendo kepada

"'fﬁééyarakat. Pemerintah Desa Bendo

sebaiknya  memberikan  hasil  dari
musrenbangdes yang telah diputuskan
maupun hasil evaluasi penggunaan dana
desa dalam bentuk fisik, minimal
diberikan ke setiap RT/RW
disampaikan kepada masyarakat. Dengan

lebih dapat

untuk

begitu masyarakat akan
optimal dalam melakukan pengawasan

penggunaan dana desa.
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